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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Besar
Kabupaten Kutai Barat berupa mediasi dan peradilan adat yang memiliki
tahapan atau tata laksana penyelesaian sengketa perjajian pinjam pakai benda
magis yang diselenggarakan menurut adat-istiadat setempat dengan ketentuan
proses segala tahapan disampikan secara lisan kecuali sarana adat.
Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis terhadap
masyarakat hukum adat Dayak Benuaq itu diselesaikan melalui kesepakatan
para pihak dengan itikad baik untuk menyerahkan sebuah piring putih atau
disebut dengan penenungk sebagai suatu syarat awal pengajuan gugatan
(nenukng), selanjutnya akan diproses oleh Lembaga Adat Besar yang
memandatkan sengketa itu kepada Kepala Adat Besar atau mantiiq solai untuk
mempelajari kasus yang telah diajukan oleh para pihak itu dengan berbagai
pertimbangan dan memutus sengketa itu dengan berdasarkan adat sukat Dayak
Benuag. Lembaga Adat Besar juga boleh berinisiatif untuk menyelesaiakan
sengketa adat tanpa mengajukan gugatan atau nenukng bila hal tersebut
mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat hukum adat karena dipandang

merupakan delik adat berat.
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2. Peran Lembaga Adat Besar dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam
pakai benda magis telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dengan legal standing yang didasari dari Pasal 8 huruf ¢ Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan,
Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat
dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat mengenai hak dari Lembaga Adat Besar
dalam menyelesaikan sengketa perdata adat yang mencangkup kebiasaan
masyarakat hukum adat Dayak Benuaq, Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan
Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
mengenai tugas untuk menyelesaikan sengketa perdata adat masyarakat hukum
adat Dayak Benuaq di daerah kabupaten Kutai Barat dan Pasal 15 huruf b dan
huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017
tentang Penyelengaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
mengenai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum
adat Dayak Benuag dan melaksanakan sanksi adat dan peradilan adat yang
dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat
dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran
Bagi masyarakat hukum adat Dayak Benuaq yang bersengketa agar dapat
secara bersama-sama membicarakan segala unsur yang terdapat dalam perjanjian

yang dilaksanakan oleh para pendahulu dengan itikad baik tanpa perlu
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mengajukan atau menuntut suatu permasalahan yang sebelumnya dianggap oleh
pendahulu tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa.

Bagi Lembaga Adat Besar untuk tetap mempertahankan dan melestarikan
kebudayaan serta kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat

dan memperluas regulasi dengan lembaga adat lain di luar Kabupaten Kutai Barat.
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